
 

 

 
WALIKOTA PARIAMAN 

PROVINSI SUMATERA BARAT 

PERATURAN WALIKOTA PARIAMAN 

NOMOR 18 TAHUN 2019 

 

TENTANG 

 

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA PARIAMAN NOMOR 52 TAHUN 2018 TENTANG PENJABARAN  

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 2019 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

WALIKOTA PARIAMAN, 

Menimbang : a.  bahwa mengacu kepada Permendagri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 point V (Hal-hal khusus lainnya) Nomor urut 26, bahwa 

untuk anggaran yang sudah jelas peruntukannya dapat dilaksanakan dengan cara merubah Peraturan Kepala 
Daerah tentang Penjabaran APBD; 

  b. bahwa sesuai dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, 
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 Pasal 160 ayat (2) bahwa 
pergeseran antar rincian objek dalam objek belanja berkenaan dapat dilakukan atas persetujuan Pejabat 

Pengelola Keuangan Daerah, dan Pergeseran antar objek dalam jenis belanja berkenaan dapat dilakukan atas 
persetujuan Sekretaris Daerah; 



 

 

  c. bahwa  sesuai dengan usulan beberapa SOPD dalam hal ini dari OPD Kecamatan Pariaman Tengah (Dana 

Kelurahan), Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa dan usulan dari beberapa SOPD untuk dilakukan 
persegeran anggaran antar rincian objek belanja dalam objek belanja berkenaan.    

 d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu 

menetapkan Peraturan Walikota Pariaman tentang Perubahan kedua atas Peraturan Walikota Pariaman Nomor 

52 Tahun 2018 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun Anggaran 

2019. 

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatera Barat 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25); 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4400); 

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan  Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 



7. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 

8. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali 
terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5679); 

9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan 
Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 21 Tahun2007; 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4502); 
 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574; 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576); 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010, ( Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 



16. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan 

Minimal  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4585); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4614);  

18. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada 
Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693); 

   

19. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5156); 

 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272); 

 
21. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2016 Nomor 240, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5948); 

22. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah 
Daerah  (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2017, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6041); 
 
23. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 6057); 
 
24. Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2018 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 

Anggaran 2019; 
 



25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 

sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2011; 
 

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018; 

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keungan Daerah 

Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasioanal ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017                        
Nomor 1067 ); 

 
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Negara RI Tahun 2018 Nomor 701); 

 
29. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan 

Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD; 

30. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 77 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah 
Kota Pariaman 9 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;  

31. Peraturan Daerah Kota Pariaman 6 Tahun 2008 Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah; 

32. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi 

Perangkat Daerah Kota Pariaman, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018; 

33. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 4 Tahun 2017 tentang Hak-hak Keuangan dan Administratif  Pimpinan 

dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2017; 

34. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 11 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Tahun 2019; 

35. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 52 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Tahun 2019, sebagaimana telahg diubah dengan Peraturan Walikota Pariaman Nomor 17 Tahun 2019. 

 



MEMUTUSKAN: 

 
Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA PARIAMAN TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA PARIAMAN                      

NOMOR 52 TAHUN 2018 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH                    
TAHUN 2019. 

Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Pariaman Nomor 52 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan 
Belanja Daerah Tahun 2019 ( Berita Daerah Kota Pariaman Tahun 2018 Nomor 52), diubah sebagai berikut: 

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:  

 

Pasal 1 

 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp. 737.279.394.752,56 terdiri dari :  

 

URAIAN 

                    

JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) 

SEBELUM 

PERGESERAN 

SETELAH 

PERGESERAN 

(Rp) % 

3 4 5 = 4 - 3 6 

PENDAPATAN 686,195,621,170.51  686,195,621,170.51  0.00    0.00    

  PENDAPATAN ASLI DAERAH 35,881,361,440.51  35,881,361,440.51  0.00    0.00    

   Pendapatan Pajak Daerah 8,808,080,368.51  8,808,080,368.51  0.00    0.00    

   Hasil Retribusi Daerah 6,973,558,414.00  6,973,558,414.00  0.00    0.00    

   Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 6,290,774,658.00  6,290,774,658.00  0.00    0.00    

   Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 13,808,948,000.00  13,808,948,000.00  0.00    0.00    

  DANA PERIMBANGAN 542,163,976,000.00  542,163,976,000.00  0.00    0.00    

   Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak 12,730,522,000.00  12,730,522,000.00  0.00    0.00    

   Dana Alokasi Umum 429,494,368,000.00  429,494,368,000.00  0.00    0.00    



   Dana Alokasi Khusus 99,939,086,000.00  99,939,086,000.00  0.00    0.00    

  LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 108,150,283,730.00  108,150,283,730.00  0.00    0.00    

   Pendapatan Hibah 12,267,870,730.00  12,267,870,730.00  0.00    0.00    

   Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah 

Lainnya 

25,211,113,000.00  25,211,113,000.00  0.00    0.00    

   Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah 
Lainnya 

0.00  0.00  0.00    0.00    

   Dana Desa 48,050,234,000.00  48,050,234,000.00  0.00    0.00    

   Dana Insentif Daerah 22,621,066,000.00  22,621,066,000.00  0.00    0.00    

BELANJA 723,870,295,397.56  727,279,394,752.56  3,409,099,355.00    0.47    

  BELANJA TIDAK LANGSUNG 339,535,340,096.56  338,789,740,096.56  (745,600,000.00)   (0.22)   

   Belanja Pegawai 238,483,496,197.56  238,483,496,197.56  0.00    0.00    

   Belanja Hibah 2,600,000,000.00  2,600,000,000.00  0.00    0.00    

   Belanja Bantuan Sosial 0.00  0.00  0.00    0.00    

   Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan 

Pemerintah Desa 

1,578,163,878.00  1,578,163,878.00  0.00    0.00    

   Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota 

dan Pemerintahan Desa 

95,873,680,021.00  95,128,080,021.00  (745,600,000.00)   (0.78)   

   Belanja Tidak Terduga 1,000,000,000.00  1,000,000,000.00  0.00    0.00    

  BELANJA LANGSUNG 384,334,955,301.00  388,489,654,656.00  4,154,699,355.00    1.08    

   Belanja Pegawai 17,363,064,500.00  17,394,119,500.00  31,055,000.00    0.18    

   Belanja Barang dan Jasa 190,716,235,601.00  196,561,387,565.00  5,845,151,964.00    3.06    

   Belanja Modal 176,255,655,200.00  174,534,147,591.00  (1,721,507,609.00)   (0.98)   

SURPLUS / (DEFISIT) (37,674,674,227.05) (41,083,773,582.05) (3,409,099,355.00)   9.05    

PEMBIAYAAN DAERAH                 

  PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH 47,674,674,227.05  47,674,674,227.05  0.00    0.00    

   Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran 

Sebelumnya 

47,674,674,227.05  47,674,674,227.05  0.00    0.00    

  PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH 10,000,000,000.00  10,000,000,000.00  0.00    0.00    

   Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah 10,000,000,000.00  10,000,000,000.00  0.00    0.00    

PEMBIAYAAN NETTO 37,674,674,227.05  37,674,674,227.05  0.00    0.00    

SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN 0.00  (3,409,099,355.00) (3,409,099,355.00)   0.00    

 
 



 

 
 

 
 
2. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:  

 
Pasal 2 

 
Ringkasan Perubahan Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan 

bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini; 

 
3. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:   

 
Pasal 3 

 
Perubahan Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut dalam Lampiran II yang merupakan 

bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini;  

 

4. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:  

   Pasal 4 
 

Perubahan Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 dan 3 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan 
Walikota ini; 

 

5. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:  

   Pasal 5 



 

Pelaksanaan Perubahan Penjabaran APBD yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen 

Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 

 
Pasal II 

 
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan; 

 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatanya dalam Berita 
Daerah Kota Pariaman; 

 
Ditetapkan di Pariaman 
pada tanggal 10 Mei 2019 

 
WALIKOTA PARIAMAN, 

 
       d.t.o 
 

       GENIUS UMAR 
 

 
Diundangkan di Pariaman  
pada tanggal 10 Mei 2019 

 
SEKRETARIS DAERAH KOTA PARIAMAN, 
 

  
                d.t.o 

 
                    INDRA SAKTI 
 

BERITA DAERAH KOTA PARIAMAN TAHUN 2019 NOMOR 18 


